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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

UU Penyandang Disabilitas tidak secara eksplisit menyebutkan 

mengenai Gangguan Kepribadian Ambang sebagai bagian dari Penyandang 

Disabilitas mental sehingga perlu penelitian lebih lanjut mengenai hal itu. 

Hal tersebut dikarenakan Penyandang Disabilitas mental hanya 

menyebutkan sampai dengan gangguan kepribadian. Akan tetapi, Gangguan 

Kepribadian Ambang sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari 

gangguan kepribadian. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Gangguan 

Kepribadian Ambang termasuk sebagai Penyandang Disabilitas dalam UU 

Penyandang Disabilitas, yakni Penyandang Disabilitas mental. 

Kecakapan Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang menjadi 

salah satu pertanyaan yang juga menjadi penting untuk dibahas. Mengenai 

hal ini, dipahami bahwa Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang 

dapat dinyatakan sebagai orang yang cakap untuk membuat surat wasiat. 

Gangguan Kepribadian Ambang merupakan gangguan yang lebih 

berpotensi untuk mengalami mata gelap ataupun keborosan berdasarkan 

Pasal 433 KUHPerdata. Oleh karena itu, Orang dengan Gangguan 

Kepribadian Ambang dapat membuat surat wasiat. Hal ini dikarenakan 

Pasal 895 KUHPerdata yang mengatur mengenai orang yang harus sehat 

pikiran atau memiliki kemampuan bernalar dalam membuat surat wasiat 

lebih cocok untuk digunakan untuk orang yang termasuk sebagai gila dalam 

Pasal 433 KUHPerdata. Hal ini yang dapat menjadi pertimbangan terhadap 

adanya penetapan pengadilan negeri yang terbit yang menyatakan 

ketidakcakapan Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang 

sebagaimana Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, apabila 

terdapat penetapan pengadilan negeri yang menyatakan dirinya tidak cakap 



85 
 

maka Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang tersebut menjadi tidak 

cakap dalam membuat surat wasiat. Akan tetapi, apabila terhadapnya tidak 

ada penetapan pengadilan negeri yang menyatakan bahwa ia tidak cakap, 

maka ia dapat membuat surat wasiat. Namun, ada tambahan hal yang juga 

menjadi penting, yaitu untuk dapat membuat surat wasiat, Orang dengan 

Gangguan Kepribadian Ambang juga harus berumur sekurang-kurangnya 

18 (delapan belas) tahun.  

Dalam pembuatan surat wasiat, harus ada syarat-syarat yang 

dipenuhi. Syarat ini diatur di dalam Pasal 895, Pasal 897, dan Pasal 899 

KUHPerdata. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, 

dipahami bahwa terdapat 2 (dua) kondisi berkaitan dengan hal ini. Apabila 

Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang tersebut terhadapnya tidak 

ada penetapan pengadilan negeri yang menyatakan ia tidak cakap 

sebagaimana diatur Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas, maka surat wasiat 

yang dibuatnya akan menjadi sah dan dapat dilaksanakan sebagaimana 

isinya. Akan tetapi, apabila terhadap Orang dengan Gangguan Kepribadian 

Ambang tersebut terdapat penetapan pengadilan negeri yang menyatakan ia 

tidak cakap sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas, 

maka ia tidak akan cakap untuk membuat surat wasiat. Hal ini akan 

mengakibatkan surat wasiat yang sudah ia buat menjadi tidak sah dan tidak 

dapat dilaksanakan sebagaimana isinya. 

 

B. SARAN 

Dikarenakan dibukanya peluang berdasarkan UU Penyandang 

Disabilitas Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang dapat dinyatakan 

cakap sampai dengan ada penetapan pengadilan yang menyatakan 

sebaliknya dan dikaitkan dengan pembuatan surat wasiat dapat 

menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembuatan surat wasiat. Hal ini 

akan menyebabkan akibat hukum yang belum tentu baik bagi dirinya 
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maupun bagi ahli warisnya. Oleh karena itu, isi Pasal 32 UU Penyandang 

Disabilitas menjadi perlu untuk dikaji ulang. 

Kemudian, hal yang menjadi penting pula dalam hal pembuatan 

surat wasiat oleh Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang adalah 

pembuatan yang tepat agar diharapkan tidak ada sengketa ke depannya. 

Apabila melihat pada analisis dan keadaan Orang dengan Gangguan 

Kepribadian Ambang, apabila ia hendak membuat surat wasiat, maka 

sebaiknya dilakukan dengan dihadiri oleh saksi. Cara yang tampaknya tepat 

adalah dengan menggunakan surat wasiat terbuka sehingga nantinya ketika 

pewaris yang merupakan Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang 

membuat surat wasiat, kehendak yang ia lakukan mengenai harta 

kekayaannya tersebut dapat dipastikan melalui saksi-saksi yang ada bahwa 

dilakukan dalam keadaan sadar dan baik-baik saja. 
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